WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan dalam
sistem jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder yang
meliputi penetapan, perubahan fungsi jalan dan perubahan
status jalan disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah
daerah;

bahwa dinamika pembangunan yang dilakukan di Kota Banjar
berdampak pada terjadinya perubahan dimensi jalan, fungsi
jalan, dan status jalan yang pada saat ini sangat memerlukan
kejelasan pengaturan pengelolaan jalan, baik berdasarkan
fungsinya maupun berdasarkan statusnya;

bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan, menyatakan Jalan umum menurut
statusnya dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan
Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4246);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);



Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5468);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km 55 Tahun 1999
tentang Penetapan Kelas Jalan Di Pulau Jawa;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/Prt/M/2012
tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan;

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Kelas Jalan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah Kota adalah Kota Banjar.
Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas
umum.

Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan
sesuai dengan kewenangannya.

Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan
yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat
pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh
pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan
dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk
pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan
menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud
pusat kegiatan.

Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan
dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk
masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah
jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat
kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan wilayah.

Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah
jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan
sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan
sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan
kawsan sekunder kedua.

Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri
atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor
primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4
(jalan kolektor primer empat).

Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS
adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua
dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder
kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP
adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna
pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan,
pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan
lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan
lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat
kegiatan lingkungan.

Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS
adalah  jalan yang menghubungkan kawasan sekunder
kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan
perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai
ke perumahan.

Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLing-P
adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di
dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan
kawasan perdesaan.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

(1)

(2)

Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut
JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam
kawasan perkotaan.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa
provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Lingkungan yang selanjutnya disebut PK-Ling
atau istilah lain sebagaimana disebut dalam peraturan
perundang-undangan mengenai penataan ruang adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala kecamatan atau beberapa desa.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat
PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk
mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

Kawasan Primer adalah kawasan perkotaan dengan kriteria
memiliki fungsi pelayanan untuk kawasan perkotaan dan
kawasan wilayah di luarnya.

Kawasan Sekunder-I adalah kawasan perkotaan dengan
kriteria memiliki fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan
perkotaan yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk
mengatur penetapan jalan umum menurut fungsi jalan dan
status jalan di Daerah.

Pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan ini bertujuan
untuk:

a. mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan; dan

b. mewujudkan kepastian hukum mengenai fungsi jalan dan
status jalan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB III
PENETAPAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 3

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan
jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan
sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan
hierarki.

Pusat kegiatan dalam sistem jaringan jalan primer
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKN, PKW,
PKL, PK-Ling, PKSN, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan
Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;

Kawasan perkotaan dalam sistem jaringan jalan sekunder
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan
Primer, Kawasan Sekunder-I, Kawasan Sekunder-II, Kawasan
Sekunder-III, perumahan, dan persil.

Bagian Kedua

Fungsi Jalan

Paragraf 1

Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer

Pasal 4

Fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer meliputi
JAP, JKP, JLP, dan JLing-P.

JAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan
secara berdaya guna:

a. antar PKN;

b. antara PKN dan PKW;

c. antara PKN dan/atau PKW dan pelabuhan wutama/
pengumpul; dan

d. antara PKN dan/atau PKW dan bandar udara utama/
pengumpul.

JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. JKP-1 adalah JKP yang menghubungkan secara
berdaya guna antar ibukota provinsi;

b. JKP-2 adalah JKP yang menghubungkan secara
berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota
kabupaten/kota;

c. JKP-3 adalah JKP yang menghubungkan secara
berdaya guna antar ibukota kabupaten/ kota; dan



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

d. JKP-4 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya
guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota
kecamatan.

JLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan
secara berdaya guna simpul:

a. antara PKN dan PK-Ling; b. antara PKW dan PK-Ling; c.
antar PKL; dan

b. antara PKL dan PK-Ling.

JLing-P sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan
perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Paragraf 2
Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Pasal 5

Fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder meliputi
JAS, JKS, JLS, dan JLing-S.

JAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan
secara berdaya guna:

a. antara kawasan primer dan kawasan sekunder-I;
b. antar kawasan sekunder-1 ; dan
c. antara kawasan sekunder- I dan kawasan sekunder- II.

JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan
secara berdaya guna:

a. antar kawasan sekunder-II; dan
b. antara kawasan sekunder-II dan kawasan sekunder-III.

JLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan
secara berdaya guna:

a. antara kawasan sekunder-I dan perumahan;
b. antara kawasan sekunder-II dan perumahan; dan

c. antara kawasan sekunder-III dan seterusnya sampai ke
perumahan.

JLing-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

Bagian Ketiga

Wewenang Penetapan Fungsi Jalan

Pasal 6

Penetapan fungsi jalan dari suatu ruas jalan yang diusulkan
menjadi JKP-4, JLP, JLing-P, JAS, JKS, JLS, dan JLing-S,
merupakan wewenang Gubernur.



(2) Penetapan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

dilakukan atas dasar usulan dari Wali Kota.

BAB IV
PENETAPAN STATUS JALAN

Bagian Kesatu
Status Jalan

Pasal 7
Status jalan dikelompokkan atas:
a. jalan kota; dan
b. jalan desa.

Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi ruas jalan sebagai JAS, JKS, JLS, dan JLing-S.

Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi ruas jalan sebagai JLing-P dan JLP yang tidak
termasuk jalan kota di dalam kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Wewenang Penetapan Status Jalan

Pasal 8

Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kota dan jalan
desa merupakan wewenang Wali Kota.

Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kota dan jalan
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkala paling singkat 5 (lima) tahun yang ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Prosedur Penetapan Status Jalan

Pasal 9

Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kota
dilakukan berdasarkan hasil survey Tim Teknis Verifikasi
Jalan yang diusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan
statusnya sebagai jalan kota dengan mempertimbangkan
aspek peran pelayanan atas keberadaan jalan tersebut serta
tetap memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh
Gubernur.

Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa
dilakukan berdasarkan hasil survey Tim Teknis Verifikasi
Jalan yang diusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan
statusnya sebagai jalan desa, dengan mempertimbangkan
kriteria atas peran pelayanan dari jalan.



BAB V
PERUBAHAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN

Bagian Kesatu
Perubahan Fungsi Jalan

Pasal 10

(1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dilakukan
dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah
yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;

b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka
pengembangan sistem transportasi;

c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah
wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau

d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin
sempit luas wilayah yang dilayani.
(2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya
kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

(3) Dalam hal wusulan perubahan fungsi jalan pada sistem
jaringan jalan primer dapat disetujui, maka penyelenggara
jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan
perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang
berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi
jalan didalam sistem jaringan jalan primer.

(4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan pada sistem
jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara
jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan
perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang
berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi
jalan didalam sistem jaringan jalan sekunder.

(5) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima)
tahun.

Bagian Kedua
Perubahan Status Jalan

Pasal 11

(1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat
dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.

(2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada
penyelenggara jalan yang akan menerima.



(3) Penyelenggara jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan
jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

(4) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 16 Agustus 2017
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH
Diundangkan di Banjar

pada tanggal 16 Agustus 2017

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYASUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 18



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN

JALAN UMUM DIKELOMPOKAN MENURUT SISTEM, FUNGSI, STATUS, DAN
KELAS
1. Sistem jaringan jalan

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri
dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang
terjalin dalam hubungan hierarki.

Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang
wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau
dalam kawasan perkotaan , dan kawasan perdesaan .

A. Sistem jaringan jalan primer
Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata
ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua
wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa
distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

e menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat
kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan
lingkungan; dan

e menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

B. Sistem jaringan jalan sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk
masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara
menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu,
fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke
persil.

2. Jalan umum menurut fungsi

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan

kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.



A. Jalan arteri
Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan
jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
B. Jalan kolektor
Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
C. Jalan lokal
Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan
jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
D. Jalan lingkungan
Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata

rendah.

. Jalan umum menurut status
Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional,
jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
A. Jalan nasional
Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem
jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan
strategis nasional, serta jalan tol.
B. Jalan provinsi
Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer
yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota,
atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
C. Jalan kabupaten
Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan
primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang
menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan,
antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan

sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.



D. Jalan kota
Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang
menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat
pelayanan dengan  persil, menghubungkan antara persil, serta
menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
E. Jalan desa
Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan

dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

. Jalan umum menurut kelas

Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan

dikelompokkan atas bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

Menurut berat kendaraan yang lewat, jalan raya terdiri atas: 1. Jalan Kelas I

2. Jalan Kelas ITA. 3. Jalan Kelas IIB. 4. Jalan Kelas IIC. 5. Jalan Kelas III.
Tebal perkerasan jalan itu ditentukan sesuai dengan kelas jalan.
Makin berat kendaraan-kendaraan yang melalui suatu jalan, makin berat
pula syarat-syarat yang ditentukan untuk pembuatan jalan itu.
A. Kelas I
Kelas jalan ini mencakup semua jalan utama dan dimaksudkan untuk
dapat melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam komposisi lalu lintasnya
tak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Jalan raya
dalam kelas ini merupakan jalan-jalan raya yang berjalur banyak dengan
konstruksi perkerasan dari jenis yang terbaik dalam arti tingginya tingkatan
pelayanan terhadap lalu lintas.
B. Kelas II
Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan sekunder. Dalam komposisi

[alu lintasnya terdapat lalu lintas lambat. Kelals jalan ini, selanjutnya

berdasarkan komposisi dan sifat lalu lintasnya, dibagi dalam tiga kelas,

yaitu : IIA, IIB dan IIC.

e Kelas IIA Adalah jalan-jalan raya sekuder dua jalur atau lebih dengan
konlstruksi permukaan jalan dari jenis aspal beton (hot mix) atau yang
setaraf, di mana dalam komposisi lalu lihtasnya terdapat kendaraan
lambat tetapi, tanpa kendaraan tanpa kendaraan yang tak bermotor.
Untuk lalu lintas lambat, harus disediakan jalur tersindiri.

o Kelas IIB
Adalah jalan-jalan raya sekunder dua jalur dengan konstruksi
permukaan jalan dari penetrasi berganda atau yang setaraf di mana
dalam komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat, tetapi tanpa

kendaraan yang tak bermotor.



o Kelas IIC
Adalah jalan-jalan raya sekunder dua jalur dengan konstruksi
permukaan jalan dari jenis penetrasi tunggal di mana dalam komposisi
lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dari kendaraan tak bermotor.

e KelasIII
Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan penghubung dan
merupakan konstruksi jalan berjalur tunggal atau dua. Konstruksi

permukaan jalan yang paling tinggi adalah pelaburan dengan aspal.

BAGIAN JALAN
1. Ruang manfaat jalan

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang
pengamannya.

Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh
lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan
yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan
oleh departemen yang berwenang.

Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, pengerasan jalan,
jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang
pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan
bangunan pelengkap lainnya.

Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, walau pada
praktiknya banyak digunakan untuk keperluan lain semisal parkir atau tempat

berjualan.

2. Ruang milik jalan
Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu
di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang
jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan
diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan
jalur lalu lintas pada masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk

pengamanan jalan.
Sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang

berfungsi sebagai lansekap jalan.
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. Ruang pengawasan jalan

Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan
yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang
pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan
pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang
milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan
ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
Jalan Arteri Primer 15 (lima belas) meter;

Jalan Kolektor Primer 10 (sepuluh) meter;
Jalan Lokal Primer 7 (tujuh) meter;

Jalan Lingkungan Primer 5 (lima) meter;
Jalan Arteri Sekunder 15 (lima belas) meter;
Jalan Kolektor Sekunder 5 (lima) meter;

Jalan Lokal Sekunder 3 (tiga) meter;

Jalan Lingkungan Sekunder 2 (dua) meter; dan

jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Yang Bisa Dijadikan Status Jalan Kota :

1. JAS (Jalan arteri sekunder) adalah jalan yang melayani angkutan utama

dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah
jalan masuk dibatasi seefisien,dengan peranan pelayanan jasa distribusi
untukmasyarakat dalam kota. Didaerah perkotaan juga disebut sebagai jalan
protokol.
. JAP (Jalan arteri primer) menghubungkan secara berdaya guna antarpusat
kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan wilayah. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan
rencana tata ruangdan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk
pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan
semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai
berikut:

e menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan

wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
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https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_ruang
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e menghubungkan antar pusat kegiatan nasional, sebagai contoh Jalur

Pantura yang menghubungkan antara Sumatera dengan Jawa di Merak,

Jakarta, Semarang, Surabaya sampai

arteri primer.
JLS ( Jalan Lingkungan Sekunder)
JLP (Jalan Lingkungan Primer )
JKS (Jalan Kolektor Sekunder)
JKP (Jalan Kolektor Primer ) 1, 2, 3, 4
JlingS ( Jalan Lingkungan Sekunder)

Yang tidak Bisa Dijadikan Status Jalan Kota :

dengan Banyuwangi merupakan

1. JlingP (Jalan Lingkungan Primer) - Jalan KIP

2. JLokal Perumahan - Jalan Perumahan yang tidak ada akses jalannya

tertutup
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Jalan desa yang tidak bisa menjadi jalan kota dikarenakan tentang ruang manfaat

jalan, ruang milik jalan yang harus dipenuhi dengan lebar 8,5 m (delapan koma

lima meter).

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH



